BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis dan telah
dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pasien lanjut usia dalam pemenuhan hak-hak
pasien lanjut usia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-
baiknya dari tenaga kesehatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman masih
belum maksimal dan efisien jika diselaraskan dengan hak hak pasien yang
terdapat dalam Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di
Puskesmas Naras Kota Pariaman belum sepenuhnya menunjang atau
memberikan hak pasien umum dan pasien prioritas sepenuh nya dalam
mendapatkan hak mereka, terutama pasien prioritas wajib di utamakan hak
mereka karena pasien prioritas harus di dahulukan dari pada pasien umum,
puskesmas masih belum maksimal dan efisien dalam menangani hak
pasien prioritas tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya hak pasien lanjut usia
dikarenakan masih kurang nya pemberian hak, kebutuhan dan pelayanan
kepada pasien lanjut usia yang seharusnya didapatkan oleh pasien lansia
yang diprioritaskan di dalam pengobatan di Puskesmas Naras Kota
Pariaman dari segi pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak
Puskesmas kepada pasien lanjut usia, terhambatnya hak pasien lanjut usia
juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan penerapan kebijakan dan

prosedur yang mendukung hak-hak pasien lanjut usia di puskesmas dan
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belum memadainya dalam proses pengobatan, pengambilan keputusan
dapat menjadi kendala dalam merespons kebutuhan pasien lanjut usia.

3. Upaya pasien lanjut usia yang haknya tidak terpenuhi, puskesmas telah
memberikan bentuk upaya Pelayanan kesehatan terhadap lansia terdiri dari
4 upaya kesehatan yaitu promotif, preventif, Rehabilitatif, Bentuk
kesantunan pada lansia, pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar,
mekanisme Pelayanan kesehatan usia lanjut dan menjalankan program
posyandu oleh puskesmas naras kota pariaman.

B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis

lakukan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Lanjut Usia di

Naras Kota Pariaman” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya terjalani mutu pelayanan yang ada di Puskesmas Naras
Kota Pariaman dalam memberikan hak dan kebutuhan pasien lanjut usia.
Masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan dan merugikan bagi para
pasien lanjut usia yang membutuhkan layanan kesehatan. Diperlukan
perbaikan dalam pemenuhan hak lanjut usia yang lebih efisiensi pelayanan
guna memastikan pelayanan yang lebih optimal dan sesuai dengan
kebutuhan pasien lanjut usia.

2. Mempertegas kembali tentang aturan fasilitas yang disediakan kepada
masyarakat agar menggunakan fasilitas yang sediakan sudah diberikan
kode seperti kursi khusus prioritas dan kursi untuk umum tidak di

gabungkan dan untuk tenaga kerja puskesmas naras dapat menata kembali
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tempat ruang tunggu yang disediakan, dibedakannya antara pasien biasa
dengan pasien prioritas karena pasien prioritas juga memiliki hak dan
kenyamanan untuk ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi pasien lanjut
usia.

3. Diharapkan menjadi masukan bagi puskesmas naras kota pariaman, kepada
puskesmas naras kota pariaman dapat memperhatikan lagi tentang
kebutuhan dan kenyamanan lanjut usia yang seharusnya mendapatkan hak-
hak mereka sebagai pasien prioritas di puskesmas, meningkatkan Kinerja
pelayanan untuk lanjut usia dalam memenuhi hak pasien lanjut usia dan
memberikan edukasi melalui posyandu lansia oleh pihak puskesmas, selain
itu dapat terpenuhinya hak pasien lansia tersebut. Untuk menambah
wawasan mereka tentang hidup sehat seorang lanjut usia dan tentang

kesehatan dirinya.
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Minimal Bidang Kesehatan
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